Menimbang

SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT GALUH CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI CIAMIS,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah,
Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung
jawab untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
rakyat dengan mengoptimalkan seluruh potensi Daerah
yang dimiliki;

bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan
Usaha  Milik Daerah  yang berbentuk Perusahaan
Umum Daerah sebagai salah satu upaya
pemberdayaan ekonomi di Daerah sekaligus salah satu
sumber pendapatan asli Daerah;

bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
BKPD Lakbok didirikan untuk pertama kalinya dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun
1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kabupaten Ciamis;

bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
menyatakan bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan
Umum Daerah dan Perseroan Daerah jo Pasal 402 ayat
(2) yang mengamanatkan penyesuaian BUMD;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, maka
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lakbok
sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu di sesuaikan
dan menjadi Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3790);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1375);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5629);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi
Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5685);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank
Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5686);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah
Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan
Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5849);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun
2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun
2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Menetapkan

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GALUH CIAMIS.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Bupati adalah Bupati Ciamis.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kabupaten Ciamis yang merupakan lembaga perwakilan rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten
Ciamis.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Daerah.

Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah
BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas
saham.

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal
dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis yang
selanjutnya disebut Perumda BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah
berupa Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh
Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan
memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau
Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan Perumda BPR.
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14. Direksi adalah organ Perumda BPR yang berwenang dan bertanggung
jawab atas pengurusan Perumda BPR untuk kepentingan dan tujuan
Perumda BPR serta mewakili Perumda BPR baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah
berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai
modal.

16. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perusahaan Umum Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

17. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh
Pemerintah Daerah.

BAB II
BADAN HUKUM, NAMA, STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
BKPD Lakbok yang didirikan pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
disesuaikan dan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Galuh Ciamis.

Pasal 3

Bentuk badan hukum Perumda BPR adalah Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 4

(1) Nama Perumda BPR adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Galuh Ciamis.

(2) Untuk penegasan identitas Perumda BPR, ditetapkan nama panggilan dan
logo.

(3) Nama panggilan dan logo perusahaan memiliki nilai jual dan
menggambarkan visi dan misi BPR.

(4) Nama panggilan dan logo BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

(1) Perumda BPR berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten
Ciamis.

(2) Perumda BPR dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perumda BPR dapat melakukan perubahan status Kantor Pusat, Kantor
Cabang atau Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(4) Perumda BPR dapat melakukan pemindahan kedudukan Kantor Cabang

atau Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

(1) Perumda BPR dibentuk dengan maksud untuk membantu dan mendorong

pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang,
dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat serta terwujudnya
kemandirian ekonomi.

(2) Perumda BPR dibentuk dengan tujuan :

a. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;

b. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif,
efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber

pendapatan asli daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda BPR menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito  berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan;

memberikan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha
usaha mikro, kecil dan menengah;

menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya,;
dan

menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 8

Perumda BPR dapat membantu Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah

Desa dalam:

1. optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. melaksanakan fungsi pemegang kas dan sebagai penyaluran dana

program/kegiatan untuk desa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 9
Perumda BPR didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas kecuali ditentukan

lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MODAL

Pasal 10
(1) Dalam rangka pemenuhan modal dasar, Pemerintah Daerah melakukan
tambahan modal disetor melalui penyertaan modal Daerah.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang
dan/atau barang milik Daerah.
(3) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
terpenuhi, perubahan modal dasar dan penyetoran tambahan penyertaan

modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 11

(1) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) berupa uang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dianggarkan
dalam APBD.

(2) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) berupa Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan
dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal dengan
ketentuan:

a. barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang
milik daerah dijadikan penyertaan modal; dan

b. nilai riil sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperoleh dengan
melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Modal Perumda BPR yang bersumber dari penyertaan modal Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan batas
pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda BPR.

Pasal 13

(1) Pada saat terbentuknya Perumda BPR, modal dasar ditetapkan sebesar
Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, akumulasi modal disetor
Perumda BPR sebesar Rp5.746.705.906 (lima miliar tujuh ratus empat
puluh enam juta tujuh ratus lima ratus ribu sembilan ratus enam rupiah).

(3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar
rupiah) setiap tahun sampai dengan terpenuhinya modal dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat mengurangi dan/atau
menambah besaran tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pengurangan dan/atau penambahan penyertaan modal ditetapkan dalam
Perda tentang APBD.

BAB VI
ORGAN PERUMDA BPR
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14
Pengurusan Perumda BPR dilakukan oleh organ Perumda BPR.
Organ Perumda BPR terdiri atas :
a. KPM;
b. Dewan Pengawas;
c. Direksi.
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas
Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas.
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Direktur
Utama dan Anggota Direksi atau Direktur.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda BPR apabila dapat

membuktikan :

a.

(1)

(2)

tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak
langsung;

tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Perumda BPR; dan/atau

tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan
kekayaan Perumda BPR secara melawan hukum.

Pasal 16
KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam
pengembangan usaha Perumda BPR.
Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran tahunan; dan

c. rapat luar biasa.
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Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 17
Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari
Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan
publik.

Pasal 18
Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang
atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah
Direksi.
Satu orang Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas

keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR.

Pasal 19

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :

a.

b.

e R e Wi o!

sehat jasmani dan rohani;

memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku
yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan;

kompetensi;

reputasi keuangan yang baik;

memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu
fungsi manajemen;

berijazah Strata 1 (S-1);

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama
kali;

tidak pernah dinyatakan pailit;

tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin
dinyatakan pailit;

tidak sedang menjalani sanksi pidana;
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1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, Calon Kepala Daerah atau
Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

m. syarat dan kualifikasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 21
(1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas
dilaksanakan oleh KPM.
(2) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi pemilihan Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22
Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan wewenang berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
(1) Dewan Pengawas bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR; dan
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
pengurusan Perumda BPR.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(4) Dewan Pengawas wajib:
a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan

b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

a. meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), rencana kerja tahunan
dan anggaran Perumda BPR sebelum diserahkan kepada KPM untuk
mendapatkan pengesahan;

b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk
mendapat pengesahan KPM;

c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada
KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR;

d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR;

e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR;
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mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan
pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan

menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 bertanggung jawab kepada
KPM.
Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM
dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan tugasnya paling
sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 26

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Pasal 27
Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas diatur

dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28
Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda BPR.
Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Dewan
Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan
kerugian pada Perumda BPR kecuali Anggota Dewan Pengawas yang
bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 29
Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas :
a. honorarium;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d

. tantiem atau insentif kinerja.
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(3) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa

pengabdian
Pasal 30

(1) Pemberian besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (2) dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(3), memperhatikan aspek kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan
Perumda BPR.

(2) Ketentuan pemberian penghasilan dan jasa pengabdian Dewan Pengawas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 31
Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda BPR dengan berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Direksi diangkat oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

(3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan berdasarkan kebutuhan dan asas efisiensi serta efektifitas
pengurusan Perumda BPR.

(5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Pasal 33
Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi
yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus

memenuhi syarat meliputi:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku
yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan serta
mengembangkan perusahaan;

c. kompetensi;

d. reputasi keuangan yang baik;
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memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
memahami manajemen perusahaan;
memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

. berijazah S-1 (Strata Satu);

pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan
berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima
puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin
dinyatakan pailit;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara atau keuangan daerah;

. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau

calon wakil Kepala Daerah, dan/atau Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
syarat dan kualifikasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan

oleh KPM.

(2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencalonan, pemilihan, dan

pengangkatan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

(1) Direksi mempunyai tugas:

a. melaksanakan manajemen Perumda BPR meliputi:

1) menyusun perencanaan;
2) pengurusan/pengelolaan; dan
3) pengawasan kegiatan operasional.

b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan
pengelolaan Perumda BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang
ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran
Perumda BPR kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi
aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan,
kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan
pengesahan;

d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan

kegiatan Perumda BPR;
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e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas
Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas
untuk mendapat pengesahan; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan

kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR.

Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang:

a.
b.

(1)

(2)

mengurus kekayaan Perumda BPR;

mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR berdasarkan
Peraturan Kepegawaian Perumda BPR;

menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR dengan
persetujuan Dewan Pengawas;

mewakili Perumda BPR di dalam dan di luar pengadilan;

menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan
hukum tertentu mewakili Perumda BPR, apabila dipandang perlu;
membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui
Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan
hak atas aset milik Perumda BPR yang merupakan hasil pengelolaan
Perumda BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan
Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta
pegawai Perumda BPR;

menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR ; dan

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 38
Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37, bertanggung jawab kepada KPM
melalui Dewan Pengawas;
Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota
Direksi.

Pasal 39

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.
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Pasal 40
Direksi diberhentikan oleh KPM.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dalam

Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan
tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda BPR.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila
yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi
yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada
Perumda BPR kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti
kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum

daerah.

Pasal 42
Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 43
Pemberian besaran penghasilan dan jasa pengabdian Direksi,
memperhatikan aspek kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan
Perumda BPR.
Penetapan penghasilan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEGAWAI PERUMDA BPR

Pasal 44

Pegawai Perumda BPR merupakan pekerja Perumda BPR yang pengangkatan,

pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan

perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai ketenagakerjaan.
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Pasal 45
Pegawai Perumda BPR memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai
dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR sesuai dengan
rencana kerja dan anggaran BPR.
Penghasilan pegawai Perumda BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda BPR diatur
dan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas

dan diberitahukan kepada Bupati.

BAB VIII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 46
Tahun buku Perumda BPR disamakan dengan tahun takwim.
Penggunaan laba Perumda BPR digunakan untuk:

a. pemenuhan dana cadangan;

b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas usaha Perumda BPR;
c. dividen yang menjadi hak Daerah;

d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;

e. bonus untuk pegawai; dan/atau

f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba Perumda BPR setelah
dikurangi pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Besaran penggunaan laba Perumda BPR ditetapkan setiap tahun oleh
KPM.
Pasal 47

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya

kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut

tetap dicatat dalam pembukuan Perumda BPR dan dianggap tidak mendapat

laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)
(2)

- 18 -

BAB IX
PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN
Pasal 48
Pembubaran Perumda BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda BPR dikembalikan kepada
Daerah.

Pasal 49

Pembubaran Perumda BPR dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi,

penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.

(1)

(2)

(3)

Pasal 50

Perumda BPR dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Direksi Perumda BPR hanya dapat mengajukan permohonan kepada
pengadilan agar Perumda BPR dinyatakan pailit setelah memperoleh
persetujuan dari Bupati dan DPRD.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan
kekayaan Perumda BPR tidak cukup untuk menutup kerugian akibat
kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara

tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi

)

anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima)
tahun sebelum Perumda BPR dinyatakan pailit.

Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena
kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung

renteng atas kerugian dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

(1) Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR BKPD Lakbok menjalankan tugas

sebagai Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR sampai dengan

terbentuknya Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR yang baru.

(2) Aktivitas Usaha PD BPR BKPD Lakbok tetap berjalan sampai dengan

terbentuknya Perumda BPR.
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BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52
Pedoman Pengelolaan Perumda BPR diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

(1) Dengan perubahan nama dan penyesuaian bentuk badan hukum, maka
seluruh aset, hak, dan kewajiban yang dimiliki PD BPR BKPD Lakbok
berubah status menjadi aset, hak, dan kewajiban Perumda BPR.

(2) Proses penyesuaian bentuk badan hukum dan perubahan nama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan penyesuaian bentuk badan hukum dan perubahan nama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi PD BPR BKPD
Lakbok paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

(4) Pelaksanaan seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR
dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan perubahan

badan hukum dan pengalihan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ciamis Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Kabupaten Ciamis
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8) dan peraturan
pelaksanaannya;

b.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten
Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor
12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun
2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 51)
dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 Pebruari 2021
BUPATI CIAMIS,
Ttd/Cap
H. HERDIAT SUNARYA
Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 1 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/Cap

H. TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (1/10/2021)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT GALUH CIAMIS

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, memberikan implikasi secara yuridis terhadap
pengaturan BUMD yang selama ini telah ada di Indonesia. Undang-Undang
Pemerintahan Daerah ini, secara khusus mengatur berkenaan dengan
BUMD pada BAB XII terdiri dari 12 pasal, dimulai dari Pasal 331 sampai
dengan Pasal 343 serta tersebar dibeberapa pasal. Sesuai dengan Pasal 409
dengan tegas menyatakan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, wajib menyesuaikan dengan ketentuan

dalam Undang-Undang baru tersebut dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut

diundangkan (Pasal 402 ayat (2)). Selanjutnya Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang mengatur BUMD secara lebih jelas

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah, menegaskan Perusahaan daerah yang telah didirikan

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD.

Mengacu pada peraturan tersebut, bentuk badan hukum bagi BUMD
BPR yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas

saham adalah Perusahaan Umum Daerah.
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota
Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau
hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
Ayat (2)
Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2), diprioritaskan pejabat yang melakukan
evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
Pasal 18
Cukup jelas.
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Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf'l
Cukup jelas
Huruf m
Yang dimaksud dengan “syarat dan kualifikasi lainnya”
adalah persyaratan lain yang harus dipenuhi calon Dewan
Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah dan
Bank Perkreditan Rakyat.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang
baik” adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan
dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan
kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan
keseimbangan hubungan antar pemangku
kepentingan.
huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 24
huruf a

Yang dimaksud dengan "rencana strategis bisnis" adalah
rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
hurufd
Cukup jelas.
hurufe
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud Otoritas Jasa Keuangan adalah Kantor
Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai daerah kerja
pengawasan Bank Perkreditan Rakyat meliputi wilayah
Kabupaten Ciamis.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
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Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Yang dimaksud dengan

“pengurusan”

adalah kegiatan yang

dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan

Perumda BPR.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf1
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.



Huruf o

Yang dimaksud dengan
adalah persyaratan yang harus dipenuhi

- 26 -

“syarat dan kualifikasi lainnya”

calon Direksi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur Badan Usaha Milik Daerah dan Bank Perkreditan

Rakyat.

Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
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Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
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